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     GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : ..........TAHUN ........
TENTANG
N A G A R I 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
	Menimbang
	:
	a. Bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang  menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kapalo Nagari;
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Nagari.


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatartra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1546);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
       MEMUTUSKAN :
Menetapkan      :  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG NAGARI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Kapalo Nagari adalah Pemimpin Pemerintah Nagari. 
5. Karapatan Nagari yang selanjutnya disingkat KN adalah Lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya merupakan wakil dari Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai  dalam Nagari yang bersangkutan.
6. Peradilan Nagari adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di nagari berdasarkan adat salingka nagari.
7. Jorong/Korong/Kampuang adalah  bagian dari Wilayah Nagari.
8. Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat bersumber dari peraturan peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum.
9. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku selingkar nagari setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau.
10. Manti Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pembuatan laporan kinerja nagari. 
11. Bandaro Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan keuangan, pembukuan serta pembuat laporan keuangan nagari.
12. Tungku Tigo Sajarangan adalah limbago tempat kedudukan perwakilan masyarakat nagari yang dapat dipilih dan memilih untuk pengisian jabatan dalam Kerapatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Nagari. 
Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terbentuk Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Hukum Adat.
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi susunan Kelembagaan Nagari, Pengisian Jabatan serta Masa Jabatan Kapalo Nagari.
Pasal 5
Kelembagaan Nagari terdiri atas:
a. Pemerintah Nagari;
b. Karapatan Nagari; dan
c. Peradilan Nagari.
BAB  II
PEMERINTAH NAGARI
Pasal 6
(1) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a  dipimpin oleh Kapalo Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari.
(2) Sebutan untuk Kapalo Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan Adat Salingka Nagari.
Pasal 7
(1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
b. Bandaro Nagari; dan
c. Kapalo Jorong/Korong/Kampuang.
(2) Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan Laporan Kegiatan Pemerintahan Nagari.
(3) Bandaro Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
(4) Kapalo Jorong/Korong/Kampuang bertugas membantu Kapalo Nagari  sebagai pelaksana kewilayahan.
Pasal 8
(1) Kapalo Nagari dipilih atau diangkat dari dan oleh unsur Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari:
a. Niniak Mamak;
b. Alim Ulama; dan/atau
c. Cadiak Pandai.
(2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan adat istiadat setempat.
    Pasal 9
(1) Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
(2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
BAB III
KARAPATAN NAGARI
       Pasal 10
(1) Pada setiap Nagari dibentuk Keparatan Nagari sebagai lembaga permusyawaratan.
(2) Karapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih atau diangkat dari dan oleh unsur Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri atas:
a. Ninik Mamak;
b. Alim Ulama; dan
c. Cadiak Pandai.
(3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Karapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan adat istiadat setempat.
Pasal 11
(1) Masa Jabatan Karapatan Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
(2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Karapatan Nagari, maka masa jabatan Karapatan Nagari ditetapkan selama 6 (enam) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
BAB IV
PERADILAN NAGARI
Pasal 12
(1) Pada setiap Nagari dibentuk Peradilan Nagari.
(2) Peradilan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun di Nagari; dan
b. memberi sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat.
Pasal 13
(1) Peradilan Nagari dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh beberapa orang Hakim dan Manti.
(2) Hakim Peradilan Nagari tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Karapatan Nagari dan Pemerintah Nagari.
(3) Pedoman, susunan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan Hakim Peradilan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Bagi Kabupaten/Kota yang  mengubah status Nagari menjadi  Nagari berdasarkan hukum adat dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat.
(2) Bagi Kabupaten/Kota yang tetap melaksanakan nagari pemerintahan tidak perlu membentuk peraturan daerah baru yang mempedomani Peraturan Daerah.
Pasal 16
Kelembagaan Nagari yang ada saat ini tetap diakui sampai habis masa jabatannya.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2  Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 18
                              Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.             
Ditetapkan  di  P a d a n g 

Pada tanggal       
                                              GUBERNUR SUMATERA  BARAT
                                                       IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di P a d a n g 
Pada tanggal        
             SEKRETARIS DAERAH
                    ALI ASMAR
.................................................................
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ........TAHUN ..........
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